
(o ,sa
a

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR: 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PANGGANTI ANTAR WAKTU

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN FLORES TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

Menimbang a bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan

yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Flores Timur, perlu dibagun prosedur dan

sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;

Bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai

dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2029 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur wajib bertindak

berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi

profesi admninstrasi Pemilu dan Pemilihan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Kabupaten Flores Timur tentang

Penetapan Staqndar Operasional Prosedur Penggantian

Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten F lores Timur:

b

C

1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Penganti undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Mengingat
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Walikota menjadi Undang-Undang {Lembaran Negarz.

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 23, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 130, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan

Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O23 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (lembaran Negara Repuhlik Indonesia

Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2015 tentang

tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan

Independen Pemilihan Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017

tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6

Tahun 2O19 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2Ol7 tentang

Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan

Ra\yat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Ralyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
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Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 86);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republ|k Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2Ol2 tentang tentand Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan ( Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Keputusan Komisi Pemiiihan Umum 175/HK.03.1-

Kptl05 /KPU lX/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Reformasi Birilaasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi

Pemilihan umum/ Komisi Independen Pemilihan

Ibbupaten/Kota;

Memerhatikan: Berita Acara Nomor 36/PK.01-BA/5306/KPU-Kab /Yll 12020

tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Lhum Kabupaten

Flores Timur

Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES

TIMUR TENTANG PENETAPAN STABDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Panggantian Antar

Waktu Anggota Dewan Perwakilan ralcyat Daerah Flores Timur,
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sebagaimana tercantum dalam L^ampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini'

KEDUA Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU sebagai pedoman dalam proses Penggantian

Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Flores Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan' dan

apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam

penatapannya.

Ditetapkan di t arantuka

pada tanggal 28 Juli 2O26

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR

Antonius Djentera Betan

Salinan sesuai dengan aslinYa

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

Kasub Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

l Lamabelawa

ttd
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KEPUTUSAN KOMISI PEMIIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIIVIUR
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEN ETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDU R

PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN FLORES TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGAFI/AAN PEMILU DAN HUKUM

KOMIS] PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

Nomor: 01

PE NGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DPRD

KABUPATEN FLORES TIMUR

2026
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28 JUL| 2026
KETUA KOTi{ISI PEMILIIIAN UMUM

XAAUPATET{ FLOf, ES TIMUR,

t6.
ANTONIUS OJENTERA BETAN

PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN
FLORES TIMUR

NAMA SOP

01NOMOR SOP

TANGGAL
PENGGESAHAN
DISAHKAN OLEH

KU/DASAR HUKUM :
'l

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

ILIFIKASI PELAKSANA
1

2

Nlemiliki Kemampuan dan Pengetahuan dalam
Proses PAW
Memiliki kemampuan untuk menggunakan Kompular
Memiliki komampuan untuk menggunakan Aplikasi
SimPAW

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasidan Tata Ke.ja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provi tsi. dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008:

Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 17 Tahun 20'15
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
Komisl Pemilihan Umum Provlnsi/ Komist tndependen
Pemilihan Aceh, dan Komasi Pemilihan Umum/ Komisi
lndependen Pemilihan Kabupaten/ Kota,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor E Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinai, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Can
Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
ProsediJr Administrasi Pem€rintahani

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor6 Tahun 20.17
tentang Pengqantian AntarwaKu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakitan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pem,lihan Umum Nomor 6 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian
AntarwaKu Anggota Dewan Penvakilan Rakyat, De\,van
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyet Dserah
Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota:

Standar Operasional Prosedur Surat Masuk
Slandar Cperagional P.o6edur Surat Kelua.
Standar Oper6ional Prosedur Rapat pleno
Standar Operasional Prosedur Pokia pAW

n PAW dari Pimpinan DPRO Kabupaten
I

Dokumen Pendukung Lainnya yang relevan

l lSurat Usula
Floreg Timu

2

TAN AN
Standar Operasional Prosedur tidak dilak6anakan,

maka berpengaruh terhadap kinerja organisasj

Apabila Semua Dokumen yang dihasilkan dari
diarsipkan dalam bentok hatdcopy dan sofrcopy

SOP iniwajib

Salinan ai dengan aslinya
Se Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
Kasu Teknjs Penyeleng an Pemilu dan Hukum,

h
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NO TAHAPAN KEGIATAN

PELAKSAI'IA MUTU BAKU

Xetud dan
Anggota KPU

Im/Pok a

PAW
Sekretaris

Kasubag

Teknls dan

Hukum

Stal (ELENGXAPAN WAKTU

OUTPUT

1 Menerima Surat Usulan

PA!\' dari Pimpinan DPRD

Provinsi

T
Surat Usulan PAW

dari Plmpinan DPRD

Kabupaten Flores

Timur

20 Menit Disposisi Tindaklanjut
Surat Usulan PAW

dariPimpinan DPRD

Kabupaten Flores

Timur

Disposisi menjelaskan waktu
pelaksanaan dan Peserta Rapat Pleno

2 Mellksanakan rapat pleno

tindrk laniut Usulan PAW

.'lDAK

Surat Usulan PAW

dari Pimpinan DPRD

Kabupaten flores
Timur

2 )afi (1) BA Pleno; (2)

Daftar Hadir Rapat

Pleno; (3) Notulen
Rapat Pleno

(1) Proses PAW dapat dilaksanakan

apabila masa kerja Anggota DPRD

Kabupaten FloresTimur hlaslh lebih
dari 6 bulan;(2) Teknis Rapat Pleno

dilaksanakan oleh sekretarlat
(Subbagian Teknis dan Hupmas)

3 Menbuat dan mengirimkan
Sural Jawaban kepada
PimCnan DPRD bahwa
prosQs PAW tidak dapat
dilaklanakan ?l

(1)Surat Usulan PAw
dari pimpinan DPRD

Kahupaten Flores

Timur; (2) BA Pleno

1 Hari (1) Surat Jawaban

PAW; (2)Tanda

Terima Sulat Keluar

4 Merflerintahkan Kasubag

Teknis Penyelenggaraan

Pemiu dan Hukum untuk
Mendokument.sikan dan
men[arsipkan seluruh
proscs PAW

t_
(1) Berita Acara Pleno;
(2)Dokumen
Pendukung Proses

PAW; (3)

disposisi/nota dinas

20 menit terlaksananya
perintah untuk untuk
mendokumentasikan
dan mengarsiplan
geluruh proses PAW

Mem?rintahkan Kasubbag

Teknii dan Hupmas untuk
Mendokumentasikan dan

menSarsipkan seluruh
prose5 PAW

(1) Berita Acara Pleno;
(2)Dokumen
Pendukung Pros€s

PAtrrr; (3)

disposisi/nota dinas

20 menit terlaksananya
perintah untuk untuk
mendokumentasikan
dan mengarsipkan
s€luruh proses PAW

XETfRAI{GAN

t_



PEI.AKSANA MUTU BAXU KETERANGAN

NO TAHAPAN KEGIATAN Ketua dan
An8gola KPU

Tim/Pokia
PAW

Sekretaris
xasubag

Teknls dan
l{ukum

Staf KEIENGKAPAN WAKTU

OUTPUT

6 Memerintahkan Staf untuk
mendokumentaslkan dan
mengarsipkan seluruh
proses PAW

L (1) Berita Acara Pleno;
(2) Dolumen
Pendukung Proses

PAW; (3)

disposisi/nota dinas

20 menit terlaksananya
perintah untuk !ntuk
mendokumentasikan
dan mengarsipkan

seluruh proses PAW

7 Mendokumentaslkan dan
mengarsipkan seluruh
proses PAW d (1) Berita Acara Pleno;

(2) Dokumen

Pendukung Proses

PAW; (3)

disposisi/nota dinas

1 Hari Dokumen proses PAW

Yang telah
te.dokumenta!i dan

te.arsipkan denBan

balk

8 Tim/PokjaMembentuk L1- (1)Surat Usulan PAW

dari pimpinan DPRD

Kabupaten Flores

Timur:

l Hari (1) BA Pleno

Pembentukan
Tim/Pokja PAW; (2)

Notulen Rapat Pleno;

Oaftar Hadir Rapat

Pleno (3) s(
Tim/Pokja PAW

Draft SK Tim/Pokja telah disiapkan

terlebih dahulu oleh Bagian Hukum,

Teknis dan Hupmas untuk
mempercepat proses pembentukan

Pokja

I

9 Melakukan verifikasi
klarifikasi dan menyiapkan
dokumen pendukung yang

relevan untuk pelaksanaan

1 Surat Usulan PAW

daripimpinan DPR0

Kabupaten Flores

Timur; (2) Dokumen

Pendukung Lainnya

yang relevan

2 Hari Dokumen Hasil

verifikasi,klarif ikasi

dan doklimen lainnya

yang relevan untuk
pelaksanaan PAW (BA

Xlarlfikasi/BA
Verifikasi/Surat

Keterangan, Surat

Pernyataan Tertulis
dlr)

{1) Tim/Pokia PAw Melakukan verifikasi

, klarifikasi dan menyiapkan dokumen
pendukung yang relevan untuk
pelaksanaan PAW rebaSaimana

dimaksud pada pas.l 22 PKPU 3 Tahun

2025; 2) Proses ini dilaksanakan

berdasarkan SOP Tim/Pokja PAW



O TAHAPAN KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN

Tim/Pokia
PAW

Sekretaris

xaiubat
leknls dan

Hulqm
Staf I(EtfNGKAPAN WAKTU

OUTPUT

10 Melaksanakan Rapat Pleno

untuk membahas Proses

PAW dan mencermati
dokumen yanB telah di

proses oleh Tim/Pokja
PAW, Rapat Pleno harus

memutuskan apakah

Proses PAW dapat

dilanjutkan atau tidak. TIDAK

Dolumen Pendukung

Vang disiapkan ol€h

Tim/Pokia PAW

1 Hari gA Pleno (1) KPU wajib Merunggu 14 harisetelah

melaksanakan klarifikasi informasi

tertulls dari masyarakat kepada Calon

Pengganti Antarwaktu Yang tidak

memenuhl syarat, sebelum

melanjutkan Proses PAW; (2) Rapat

Pleno dapat melibatkan sekretariat,

untuk rnemperceFat tahapan SOP

berikutnya

11 Membuat dan

menyampaikan Surat

Jawaban kepada Pimpinan

oPRD Kabupaten Flores

Timur yang menyatakan

bahwa sedang melakukan
proses klarifikasi Calon

Pengganti Antarwaktu

I T

(1) BA Pleno; (2)

Dokumen lain yang

relevan

l Hari (1) Surat.lawaban

PAWj (2)Tanda

Terima Surlt Keluar

Penyampaian surat iawaban Pimpinan

DPRD dilakukan paling lama 5 (lima)

Hari sejak diterimanYa surat dari

Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur

t7 t\,lenunggu adanya putusan
yang bertekuatan hukum
tetap

'lr
Dokumen PendukunE

yang disiapkan oleh

Tim/Pokja PAw

putusan yanS

berkekuatan hukum

tetap

Proses menunggu adanya putusan yanB

berkekuatan hukum tetap berpedoman

pada pasal 7 PKPU 3 Tahun 2025

Xetua dan

AnStota KPt

_.1



NO TAHAPAN XEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU KEIERANGAN

K€tua dan
Anggota KPU

Tlm/Pokia
PAW

Setretaris
Kasubag

T€knls dan

Hukum
Staf I(ElENGKAPAN WAfiU

OUTPUT

13 Membuat dan

menyampaikan Surat

lawaban kepada Pimpinan

DPRD Kabupaten Flores

Timur yang berisi nama

Calon Pen8ganti

Antarwaktu beserta data

dukungnva I 3

(1) Berita Acara Pleno;
(2) Dokumen

Pendukung Proses

l Hari (1) Surat lawaban
PAWj (2)Tanda

Terima Surat Keluar

(1) Penyampaian surat jawaban

Pimpinan 0PR0 dilak!kan paling lama 5

(lima) Hari sejak diterimanya surdt dari

Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur

; (2)Apabila P.oses PAW dengan alasan

diberhentikan sebagai anggota panai
politik dan AnSgota DPRD Kabupaten

Flores Timur tersebut mengijukan
upaya hukum atau berdasarkan

informa:ri tertulis terdapat keberatan
dari Panai Politik terkait dengan

kepengurusan ganda Panai Politlk,

Surat la,r.aban untul menyampaikan
nama Calon Pengganti Antarwaktu
kepada Pimpinan DPRD Kabupaten

Flores Timur harus disenai keteIangan
bahwa Anggota DPRD Kabupaten Flores

Timur dimaksud sedang menempuh
upaya hukum atau adanya leberatan
dari Partai Politik te*ait dengan

kepengurusan ganda Partai politik

14 Mendokumentasikan
mengaGipkan dan

menginput seluruh proses

PAW serta menginput
proses PAW kedalam

AplikasiSimPAW

H
(1) Berita Acara Pleno;
(2) Dokumen

Pendukung Proses

PAW; (3)

disposisi/nota dinas

l Hari Dokumen proses PAW

yang telah
terdokumentasi den

terarsipkan dengan

baik

Proses penginputan proses PAW

kedalamApllkasi SimPAW dapat dimulai

retelah Tim/Polja PAW dibentukL



1. standar operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur

organisasi yang telah ditetaPkan

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapal dihkukan solama pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur ini.

3. Perubahan tidak b€rlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

4.PerubahanterhadapruanglingkupdanpenanggungjawabkegiatanmengakibatkanStandar
Operasional Prosedur in! batal seluruhnya.

5. Dengan berakhimya seluruh tahapan kegiatan Penggantian AntarwaKu Anggota DPRD

Kab-upaten Floreo Timur mafa btanUai Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku'

6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani'

PENGESAHAN

ANTONIUS OJENTERA BETAN

ttd.

Disahkan di Larantuka
pada tanggal 28 Juli 2026

XETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABI'PATEN FLORES TIMUR.

Salinan s€suai d€ngan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

is Pemilu dan Hukum.

Lamabelawa


